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SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan data dan
informasi pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu
dilaksanakan kegiatan pengembangan data center tahap dua di
Kementerian Perencanaan Pembangunan  Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu dibentuk Tim Pengembangan Data Center Tahap Dua
di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan
melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengembangan Data
Center Tahap Dua di Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

5. Peraturan ...



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

5.  Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas
dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode
Tahun 2019-2024;

6.  Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

7.  Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016
tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan
Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/ SEKRETARIS UTAMA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGEMBANGAN DATA CENTER TAHAP DUA DI KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL.

Membentuk Tim Pengembangan Data Center Tahap Dua di Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Pengembangan Data
Center, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan.

Tim Pengembangan Data Center terdiri atas Penanggung Jawab, Tim
Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi,
membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan
atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

Tim Pelaksana bertugas:

a. membuat jadwal dan rencana kegiatan Tim Pengembangan Data
Center;

b.  melakukan koordinasi teknis dengan Unit-Unit Kerja di Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional terkait dengan pengembangan data center
tahap dua;

c.  melakukan rapat koordinasi dengan Unit-Unit Kerja di Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dalam rangka pengembangan data center
tahap dua; dan

d.  menyusun laporan kegiatan Tim Pengembangan Data Center.

KELIMA : ...



KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan
mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan

b.  melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang
ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim
Pengembangan Data Center dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak
tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2020
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TANGGAL 6 MEI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KEGIATAN PENGEMBANGAN DATA CENTER TAHAP DUA
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas.

TIM PELAKSANA

Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan.

Anggota L.
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata
Laksana;

Kepala Biro Umum;

Kepala Biro Hukum;

Inspektorat Bidang Administrasi Umum;
Kabid Prasarana TIK;

Kabid Pengembangan SI dan Tata Kelola TI;

Kabid Pengelolaan Data dan Informasi
Elektronik;

Kabid Perpustakaan dan Kearsipan;
Kasubbid Pengembangan Prasarana TIK;

Kasubbid Pengumpulan Data dan Informasi
Elektronik;

Kasubbag Tata Usaha, Pusdatinrenbang;
Drs. Agus Manshur, MA;

Rooslina Tampubolon, S.Kom, Msi;
Darmawijaya, SE;

Mirza, S.Kom, MA, MPA;

16. Aprilia ...



16. Aprilia Dian Permatasari, S.IK;
17. Dhara Hubayastuti, S.AP.

C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Sigit Priyanto;

Suharna;

Uki;

Yeti Kusniati;

Kasidin;

2

Nurul Huda.
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